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BAB VI 

PENUTUP 

6.1   Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 

pada Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di 

Pemerintah Daerah Kota Kupang sudah berjalan, akan tetapi belum 

diimplementasikan sepenuhnya dalam hal ini proses pengelolaan modul kas 

dan  modul pembukuan masih ada beberapa item yang belum dilakukan 

karena kesenjangan yang sering terjadi antara lain, pengelolaannya belum 

dijalankan secara maksimal, baik dari segi infrastruktur, Keterlambatan 

pemprosesan data serta gangguan sistem yang sering terjadi  maupun dari 

segi Sumber Daya Manusianya.   

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah : (1) Sumber daya manusia  

yang belum memadai; (2) Perangkat dan jaringan internet yang masih 

minim; (3) Pemahaman Admin terhadap keuangan daerah belum 

terimplemetasikan sepenuhnya; (4) Minimnya sosialisasi dari Menteri 

Dalam Negeri (Mendagri) ke pimpinan-pimpinan daerah dan ke SKPD-

SKPD. 
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6.2   Saran 

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dilaksanakan pada Pemerintah 

Daerah Kota Kupang maka saran yang diberikan penulis adalah :  

1. Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang  berkaitan dengan permasalahan dalam Modul-Modul yaitu (1) Modul 

Kas terdiri-dari : proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban, Surat Tanda 

Setoran (STS), Buku Kas Umum (BKU), Kartu Kendali Belanja Tak 

Langsung, dan Kartu Kendali Kegiatan. (2) pada modul pembukuan terdiri-

dari : Proses Pembuatan Jurnal Korolari, Proses Pembuatan Jurnal Memorial, 

Proses Pembuatan Buku Besar Pendapatan, Proses Pembuatan Laporan 

Realisasi Anggaran, Proses Pembuatan Neraca, serta Proses Pembuatan 

Laporan Arus Kas. 

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya antara lain, Sumber daya 

manusia  yang belum memadai; Perangkat dan jaringan internet yang masih 

minim; Minimnya sosialisasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke 

pimpinan-pimpinan daerah dan ke SKPD-SKPD. Oleh karena itu, sangat 

diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang  untuk memperhatikan 

sistem pengelolaan dan ketersediaan sumber daya manusia demi 

menunjangnya proses dalam mengelola keuangan daerah kedepan yang lebih 

baik. 
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